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PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut
ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa Kota Tangerang Selatan dalam 5
(lima) tahun mendatang akan menghadapi
persaingan global, makin meningkatnya
jumlah penduduk, dinamika masyarakat
yang makin beraneka ragam, serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin memperkuat sosial

budaya masyarakat;
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Mengingat

bahwa pembangunan Kota Tangerang
Selatan dalam mewujudkan visi serta
mengemban misinya, diperlukan suatu
upaya pembangunan yang berkelanjutan

(sustainable development) dalam arti luas;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan  Daerah  tentang rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun
2011 - 2016.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
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http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu001.pdf

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung  jawab Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

bphn.go.id


http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu015.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu025.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/08uu012.doc

10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Tangerang
Selatan di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4935);
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http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/07UU017.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/07UU026.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/08uu051.doc

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);
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http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058b.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp065.doc

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);
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http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp079.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/39.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp041.pdf

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4851);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 - 2014;
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http://www.bphn.go.id/data/documents/08pp006.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/08pp008.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp015.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pr005.doc

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana  Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
1 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun
2007 - 2012;
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http://www.bphn.go.id/data/documents/provinsibanten-1-2010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/provinsibanten-2-2010.pdf

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 -
2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten

Tahun 2011 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor 0610).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG
SELATAN TAHUN 2011 - 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang Selatan.
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http://www.bphn.go.id/data/documents/provinsibanten-2-2011.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/kotatangerangsel-2010-6.pdf

10.

11.

12.

Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Tangerang

Selatan.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tangerang Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang

Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang

Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik
tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan
dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat

capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota
dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan

RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011
— 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode S5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011

sampai dengan tahun 2016.

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana

pembangunan tahunan daerah.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun.
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20.

21.

22.

23.

24.

Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah unsur pembantu
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas

daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda
Kota Tangerang Selatan yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di

daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 — 2016, merupakan

penjabaran visi, misi dan program Kerja Walikota dan Wakil

Walikota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan

2016 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
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Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah,
lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4
RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai fungsi :

a. Sebagai acuan resmi penyusunan RKPD dan untuk seluruh
SKPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan 5
(lima) tahunan yang dituangkan dalan Renstra SKPD dan
program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Renja

SKPD secara terpadu, terarah dan terukur;

b. Sebagai acuan resmi Walikota melalui Kepala Bappeda dalam
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan

perencanaan pembangunan jangka menengah.
Pasal 5

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.
Pasal 6
Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen
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Perencanaan Lainnya
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2. Neraca Daerah
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Kerangka Pendanaan
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2. Analisis Pembiayaan
3.3 Kerangka Keuangan Daerah
3.3.1. Proyeksi Pendapatan
3.3.2. Proyeksi Belanja
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi Pembangunan Daerah
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6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum Daerah

7.2. Program Pembangunan

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X : PENUTUP

10.1. Pedoman Transisi

10.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD
menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai
dengan Tahun 2016, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD
transisi, guna menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2017
sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2016 — 2021 yang memuat visi

dan misi Walikota terpilih.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Tangerang Selatan.
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Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

Drs. DUDUNG E. DIREDJA

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 18 Oktober 2011

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

AIRIN RACHMI DIANY

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011

NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADE IRIANA
Pembina
Nip. 19620113 199703 1 001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 - 2016

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai
dengan visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun

waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang
penyusunannya berpedoman pada RPJM-Nasional dan
memperhatikan RPJP Provinsi Banten dan RPJPM Provinsi Banten,
memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-
isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan
program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana
kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang
Selatan Tahun 2011 - 2016 dilakukan secara partisipatif dengan
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melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang

berlaku.

RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2016, akan
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang

Selatan pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang
Selatan Tahun 2011 - 2016.

Penyusunan RPJMD ini, sudah memperhatikan Rancangan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan
Tahun 2011 - 2031 yang pada saat bersamaan sedang dalam

proses persetujuan DPRD.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Program dan Kerangka pendanaan yang tertuang dalam
dokumen RPJMD 2011 - 2016 bersifat indikatif yang berarti
bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang
diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di
dalam dokumen RPJMD ini hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku (tidak mengikat), sehingga

dimungkinkan adanya penyesuaian sesuai kebutuhan.
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Pasal 4
Huruf a,
Cukup jelas.
Huruf b,
Cukup jelas
Huruf c,
Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Dokumen RPJMD Tahun 2011 - 2016 ini dapat diberlakukan

sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2016 sebelum RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dan

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pasal 8

Peraturan Walikota dalam hal ini hanya mengatur hal yang
bersifat teknis yang merupakan petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah ini, dan tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 1111
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